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Abstract. This study's purpose to explain the application of ethics and its influence on fraud and bank 

failures that occur in rural banks (RB) in indonesia from the perspective of employees. This study took a 

sample of 100 banking practitioners who have the competence and capability to provide information on 

the facts that occur in rb's operations. The methodology in this study is quantitative, and the nature of this 

research is descriptive analysis. Based on the study concluded that: (1) RB has understood the 

importance of applying ethical principles, although not all had implemented them. The ethical principles 

applied by all RB are committed to customers and maintaining a good reputation. The most ignored 

ethical principles are the principles of environmentally friendly and employee welfare. So that not all RB 

have applied ethical provisions under pojk number 4/pojk 03/2015, concerning the implementation of 

governance for RB, (2) RB understanding and bank supervisors regarding fraud are the same. The 

ranking order between the understanding of RB and the bank supervisor's' attention in the audit is no 

different significantly and 3) the caused of ethical violations on RB failure is stronger at 65% compared 

to ethical violations on fraud at 57%. 
 

Keywords. Bank Failures; Ethics; Fraud.
  

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menjelaskan sejauh mana penerapan etika menjadi penyebab terjadinya 

fraud dan kegagalan bank pada bank perkreditan rakyat (BPR) di indonesia menurut perspektif pegawai 

BPR. Penelitian ini mengambil sampel 100 praktisi perbankan yang memiliki kompetensi dan kapabilitas 

untuk memberikan informasi atas fakta-fakta yang terjadi dalam operasional BPR. Metodologi dalam 

penelitian ini adalah kuantitatif dan sifat penelitian ini deskriptif analisis (analysis descriptive). Sesuai 

hasil penelitian disimpulkan bahwa 1) BPR telah memahami pentingnya penerapan prinsip etika, 

walaupun belum seluruhnya dilaksanakan. Prinsip etika yang diterapkan  oleh seluruh BPR ialah 

komitmen kepada nasabah dan “menjaga reputasi baik”, sementara prinsip etika yang paling banyak 

diabaikan adalah prinsip ramah lingkungan dan kesejahteraan pegawai. Sehingga belum seluruh BPR 

menerapkan ketentuan etika sesuai POJK nomor 4/POJK03/2015 tentang penerapan tata kelola bagi BPR, 

2) pemahaman BPR dan pengawas bank tentang fraud sudah sama, urutan peringkat antara pemahaman 

BPR dan perhatian pengawas bank dalam audit tidak berbeda secara signifikan dan 3) pelanggaran etika 

menjadi penyebab terjadinya kegagalan BPR lebih kuat yaitu 65% dibandingkan  dengan pelanggaran 

etika menjadi penyebab terjadinya fraud yaitu 57%. 
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PENDAHULUAN 

 Dewasa ini industri perbankan 

di dunia telah mendapatkan pengakuan 

sebagai salah satu industri utama dalam 

pertumbuhan ekonomi dan praktik etis 

(Atakan et al., 2014; Fatma et al., 

2014;  Zheng & Ashraf, 2014 ) dan 

secara historis merupakan Institusi yang 

dapat dipercaya (Forseth et al., 2014;  

Harvey, 1995). Namun demikian, 

dengan iklim ekonomi yang sangat 

kompetitif dan cepat berubah, ketatnya 

persaingan bisnis dan kompetisi pasar 

dapat menggoda bank untuk 
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meninggalkan sikap etisnya (Jalali, et 

al., 2015; Paulet et al.,2015 ), sehingga 

kemungkinan terjadinya perilaku tidak 

etis dan penyalahgunaan kepercayaan 

lebih besar pada kondisi pasar keuangan 

yang saat ini lebih terbuka dengan 

adanya perkembangan deregulasi, dan 

teknologi virtual (Ferreira, et al., 2016; 

Reis et al., 2013). 

 Upaya menuju perbankan yang 

lebih etis sangat penting, karena etika 

yang tinggi dapat mempengaruhi 

reputasi bank, dan memberikan 

kontribusi atas kesuksesan atau 

kegagalan bank dalam jangka panjang 

(Green, 1989; Simpson & Kohers, 

2002; Taysir & Pazarcik, 2013) 

dan penerapan etika perbankan sangat 

perlu ditingkatkan lebih dari industri 

lainnya (Polychronidou et al., 2014; 

Mocan et al., 2015) karena  bank hanya 

bisa bekerja dengan baik ketika publik 

mempercayai layanan yang 

diberikannya dan kegagalan bank dapat 

menyebabkan terjadinya krisis 

keuangan dan perbankan di banyak 

negara. (Jasevičienė, 2012). 

  Secara singkat, etika dapat 

disebut sebagai standar benar dan salah 

yang menentukan apa yang seharusnya 

dilakukan manusia. Umumnya dalam 

hal hak, kewajiban, manfaat bagi 

masyarakat, keadilan, atau kebajikan 

khusus (Aron, 2005), dan mengacu pada 

standar dimana individu mengevaluasi 

perilaku mereka sendiri dan orang lain 

(Guy, 1990). Etika dapat didefinisikan 

sebagai studi sistematis, deskriptif dan 

normatif kesadaran moral, penilaian, 

karakter, dan perilaku di semua tingkat 

aktivitas individu dan kolektif 

(Schminke, 1998) dalam Adeyanju 

(2014). 

Sedangkan etika ekonomi atau 

ekonomi etis merupakan teori praduga 

etis dari sistem budaya ekonomi, teori 

aturan etis dan sikap yang 

mengasumsikan adanya koordinasi 

antara pasar dan sistem harga. Ekonomi 

etis harus lebih dari sekadar "ekonomi 

dan etika" yaitu pelaku pasar dan 

ekonomi pasar tidak terlepas dari 

pengaturan sosial, kelembagaan dan 

budaya dalam masyarakat (Koslowski, 

2011). Di dalam industri perbankan, 

kode etik dan profesionalisme sangat 

penting bagi bankir dan masyarakat 

umum khususnya bagi bank dalam 

melaksanakan kewajiban untuk 

melindungi hak dan kepentingan 

nasabah, menjaga stabilitas dan 

kepercayaan di pasar keuangan serta 

pengembangan ekonomi (Carse, 1999). 

Hal itu selanjutnya dikenal dengan etika 

perbankan. 

Etika perbankan merupakan 

etika dan kewajiban sehubungan dengan 

tugas di lingkungan perbankan untuk 

setiap petugas bank, baik bankir 

maupun pimpinan bank (Kasmir, 2015). 

Kode etik dalam industri perbankan di 

seluruh dunia menurut Baker (1999), 

mencakup aspek penting dan mendasar 

dari prinsip dan profesionalisme untuk 

anggota. 

Ketentuan mengenai etika dan 

tata kelola perbankan diatur dalam 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 4/ POJK 03/2015 tentang 

Penerapan Tata Kelola bagi Bank 

Perkreditan Rakyat yang diberlakukan 

sejak tanggal 1 April 2015 adalah tata 

kelola bank yang menerapkan prinsip-

prinsip keterbukaan (transparency), 

akuntabilitas (accountability), 

pertanggungjawaban (responsibility), 

profesional (professional), dan 

kewajaran (fairness). 

 Penelitian terkait etika 

perbankan di antaranya dilakukan oleh 

Ferreira et al. (2016) yang  

menggunakan pemetaan kognitif untuk 

meningkatkan pemahaman tentang apa 

saja faktor-faktor kunci yang mendasari 

perbankan etis dan bagaimana faktor-

faktor tersebut saling berpengaruh satu 
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sama lain sesuai pengalaman para ahli, 

berdasarkan teori yang berkembang dan 

praktik lazim di perbankan. Dalam 

penelitian tersebut diperoleh unsur-

unsur utama yang mendasari perbankan 

etis yaitu (1) Komitmen kepada 

nasabah, (2) Kesejahteraan pegawai, (3) 

Transparansi, (4) Reputasi baik, (5) 

Kerjasama dengan komunitas, (6) Tata 

kelola perusahaan, (7) Perlakuan 

nasabah yang adil dan setara, dan (8) 

Praktik ramah lingkungan. Penelitian 

lainnya adalah Lenz & Neckel (2019) 

yang menyatakan bahwa bank-bank 

yang menerapkan prinsip-prinsip etika 

di Jerman tebukti telah mengalami 

peningkatan jumlah nasabah, simpanan, 

serta penelitian Barigozzi & Tedeschi  

(2019) yang menemukan bahwa pada 

perbankan etis terjadi penyaluran kredit 

yang signifikan dan secara empiris 

memerlukan agunan yang lebih rendah.  

 Terkait pembahasan mengenai 

kaitan etika dan fraud di dalam 

perbankan, pengertian fraud menurut 

Statement on Auditing Standars No. 99, 

fraud merupakan tindakan sengaja yang 

menyebabkan terjadinya salah saji 

material pada laporan keuangan yang 

menjadi subjek audit. Sedangkan 

Uniform Occupational Fraud 

Classification System, The ACFE 

(Association of Certified Fraud 

Examiner, 2000)  membagi Fraud 

menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: (1) 

Penggelapan Aset (Asset 

Missapropriation), meliputi 

penyalahgunaan atau pencurian 

asset/harta perusahaan. (2) Praktik 

rekayasa Laporan Keuangan 

(Fraudulent Disbursement), dan (3) 

Korupsi (Corruption), dapat berupa 

penyalahgunaan wewenang, penyuapan 

(bribery), penerimaan hadiah yang 

illegal (gratuities) dan pemerasan secara 

ekonomis (economic extortion). 

Sementara Singleton (2007) 

menyatakan fraud yang dihadapi auditor 

terdiri pada dua tingkat yaitu 

kecurangan oleh pegawai (employee 

fraud) dan pihak manajemen 

(management fraud). 

 Berdasarkan penelitian terkait 

etika dan fraud pada perbankan 

ditemukan bahwa nilai-nilai etika 

berpengaruh negatif dengan fraud 

pegawai (Said, et al., 2017), fraud 

terjadi akibat adanya praktik 

ketenagakerjaan yang buruk, kurang 

efektifnya pelatihan pegawai, kelebihan 

beban kerja, sistem pengendalian 

internal yang lemah, dan tingkat 

kepatuhan yang rendah pada manajer 

bank dan pegawai (Bhasin, 2015). 

Pelanggaran etika pada BPR baik 

bersifat administratif maupun bukan 

administratif adalah faktor kuat 

penyebab timbulnya fraud, namun tidak 

selalu berhubungan langsung karena 

tidak hanya terjadi akibat pelanggaran 

etika namun dapat diakibatkan oleh 

faktor lainnya yang bukan lingkup 

pelanggaran etika (Ashari & 

Nugrahanti, 2020). 

 Untuk mencegah fraud, 

mekanisme kontrol untuk pencegahan 

perlu dilakukan jauh sebelum adanya 

fraud dan dilakukan melalui aspek 

kualitatif, seperti pengendalian internal 

bank, lebih penting untuk mencegah 

fraud dibandingkan hanya 

melaksanakan pengendalian terbatas 

hanya untuk mencegah fraud karena 

terjadinya risiko kegagalan dalam 

pengendalian internal lebih serius 

daripada terjadinya fraud (Suh & 

Nicolaides, 2019). Selain itu, 

peningkatan etika dan budaya 

organisasi melalui komunikasi intensif 

antara pengawas bank dengan bank 

lebih penting daripada hanya melalui 

pengawasan terhadap tata kelola bank 

dan penerapan regulasi  (Thakor, 2020). 

 Selanjutnya sebelum membahas 

hubungan antara etika dengan 

kegagalan bank, secara singkat penulis 
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utarakan pengertian bank gagal menurut 

Federal Deposit Insurance 

Corporation/FDIC dalam Ashari & 

Nugrahanti (2017) adalah bank yang 

telah mengalami kebangkrutan, 

kegagalan ekonomi karena 

ketidakcukupan modal dan gagal untuk 

memenuhi kewajibannya sesuai hasil 

pengawasan Otoritas Pengawas Bank. 

Pengawas Bank secara rutin menilai 

tingkat kesehatan bank dengan 

berpedoman pada surat keputusan 

direksi Bank Indonesia No. 

30/12/KEP/DIR tanggal 30 April tahun 

1997. Penilaian kesehatan BPR diukur 

dengan menggunakan parameter 

penilaian faktor-faktor: 1) Permodalan, 

2) Kualitas Aktiva Produktif, 3) 

Manajemen, 4) Rentabilitas, dan  5) 

Likuiditas. Atas penilaian dimaksud 

Pengawas Bank akan menetapkan tiga 

status pengawasan yaitu 1) Status 

Pengawasan Normal (Rutin), 2) Status 

Pengawasan Intensif dan 3) Status 

Pengawasan Khusus. Secara singkat, 

bank dinyatakan gagal apabila telah 

masuk status pengawasan khusus dan 

dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan gagal 

disehatkan oleh manajemen bank sesuai 

ketentuan yang berlaku. Bank 

dinyatakan sebagai bank gagal sesuai 

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/ 3 

/PBI/2011 tanggal 17 Januari 2011 

tentang Penetapan Status dan Tindak 

Lanjut Pengawasan Bank (untuk Bank 

Umum) atau Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 

tanggal 8 Mei 2017 tentang Penetapan 

Status dan Tindak Lanjut Pengawasan 

BPR/S. 

Sedangkan sesuai penelitian 

terkait hubungan antara kegagalan bank 

dengan praktik etika ditemukan bahwa 

kegagalan BPR secara umum terjadi 

karena praktik-praktik tidak etis. Praktis 

tidak etis yang telah diidentifikasi 

adalah praktik pengumpulan simpanan 

fiktif, aplikasi kredit eksploitatif, dan 

praktik-praktik paternalistik yang unik] 

juga termasuk tidak dipatuhinya norma-

norma moral dan etika serta 

dilakukannya tindakan tidak jujur 

(Sunardi et al., 2019). Hal itu selaras 

dengan IADI (2005) yang menyatakan 

bahwa kegagalan bank karena: praktik 

perbankan yang tidak sehat, 

pengelolaan manajemen risiko yang 

tidak baik, tata kelola perusahaan yang 

buruk dan terjadinya fraud manajemen 

atau penggelapan. Upaya untuk 

memenuhi persyaratan modal minimum 

dan menjaga likuiditas terbukti gagal 

menghasilkan hasil positif untuk 

mencegah kegagalan bank apabila bank 

tidak menetapkan kebijakan/pedoman 

manajemen risiko yang efektif dalam 

mencegah perilaku tidak etis 

(Mazhambe, 2016), hal itu terbukti 

bahwa pelanggaran etika yaitu tata 

kelola BPR yang buruk merupakan 

penyebab utama terjadinya kegagalan 

bank (Ashari & Nugrahanti, 2020) dan 

uraian di atas selaras dengan (Adeyemi, 

2012) yang menyatakan bahwa 

ketidakcukupan modal, kurangnya 

transparansi dan kredit macet yang 

besar sebagai penyebab utama 

kegagalan bank. Dalam penelitian 

lainnya, kegagalan bank disebabkan 

oleh berkurangnya modal, buruknya 

manajemen dan ketatnya kompetisi 

(Owualah, 1996). 

 Berdasarkan Undang-undang No 

7 tahun 1992 sebagaimana diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 10 

tahun 1998 tentang Perbankan, kategori 

bank di Indonesia terdiri dari bank 

umum (konvensional dan syariah) serta 

bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank 

pembiayaan rakyat Syariah (BPRS). 

BPR/BPRS merupakan bank yang 

dalam operasionalnya tidak 

memberikan layanan/service terkait lalu 

lintas pembayaran. BPR merupakan 

salah satu bentuk usaha pembiayaan 

mikro komersial yang utamanya 
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ditujukan untuk memacu perkembangan 

ekonomi lokal dengan target pasar 

rumah tangga berpenghasilan bawah 

dan usaha mikro dan kecil, serta fokus 

melayani nasabah yang belum tersentuh 

bank umum (Hamada, 2010). 

 BPR yang telah dicabut ijin 

usahanya oleh OJK sampai dengan 

posisi 31 Desember 2019 adalah 100 

BPR/BPRS. Memburuknya kinerja 

bank akibat adanya kecurangan (fraud) 

oleh pengurus bank, kejahatan oleh 

pihak-pihak terkait dengan fraud 

merupakan penyebab utama banyaknya 

BPR yang dilikuidasi (IADI, 2005) 

dalam (Ashari & Nugrahanti, 2017). 

Dari latar belakang di atas, yang 

menjadi fokus permasalahan adalah (1) 

Bagaimana pehamaman BPR tentang 

pentingnya penerapan prinsip-prinsip 

etika? (2) Bagaimana pemahaman BPR 

dan Pengawas Bank tentang fraud yang 

terjadi di BPR? (3) Sejauh mana 

pelanggaran etika menyebabkan 

terjadinya fraud dan kegagalan bank? 

 Penelitian ini diharapkan dapat 

mempertajam informasi terkait 

pemahaman BPR tentang pentingnya 

penerapan prinsip etika, dan apakah 

pemahaman itu telah  sejalan dengan 

penerapan etika yang telah dilakukan 

oleh BPR itu sendiri. Selanjutnya 

bagaimana penilaian Pengawas Bank 

terhadap penerapan prinsip etika yang 

dilakukan oleh BPR dan terkait fraud 

yang terjadi. Terakhir penelitian ini 

berupaya menggali pemahaman 

pegawai BPR terkait penyebab 

terjadinya fraud dan kegagalan bank di 

BPR apakah dapat disebabkan karena 

pelanggaran etika atau hal lainnya dan 

menjaga prinsip etika agar dapat 

meningkatkan kinerja dan daya saing 

BPR. 

 Berdasarkan uraian yang telah 

disampaikan di atas, maka kerangka 

konseptual dalam penelitian ini dapat 

dijelaskan bahwa sesuai Undang-

undang No 7 tahun 1992 sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 

10 tahun 1998 tentang Perbankan 

mewajibkan BPR/BPRS wajib 

menyampaikan Laporan kepada 

Otoritas Pengawas Bank. Selanjutnya 

sesuai UU No tahun 2011 tentang 

Otoritas Jasa Keuangan, OJK sebagai 

otoritas pengawas bank memiliki 

kewenangan untuk melakukan 

pemeriksaan kepada BPR sebagai 

bentuk pengawasan. Sesuai hasil 

pemeriksaan tersebut Pengawas Bank 

menyampaikan hasil audit berupa 

laporan kesehatan bank dan 

memberikan rekomendasi kepada BPR 

mengenai tingkat kesehatan bank 

termasuk di dalamnya hal-hal yang 

terkait adanya pelanggaran etika dan 

fraud serta hal-hal yang membahayakan 

kelangsungan hidup bank misalnya 

terkait likuiditas dan solvabilitas. BPR 

menindaklanjuti hasil pemeriksaan 

Otoritas Pengawas dengan 

melaksanakan rencana bisnis sesuai 

rekomendasi dari otoritas pengawas 

bank. 

 Hasil pemeriksaan dimaksud 

juga mempengaruhi status pengawasan 

bank berdasarkan analisis terhadap 

kondisi suatu bank tertentu yaitu: 

pengawasan normal (rutin), 

pengawasan intensif (intensive 

supervision), dan pengawasan khusus 

(special surveillance). Apabila bank 

dalam status pengawasan khusus tidak 

dapat disehatkan maka bank 

dikategorikan sebagai bank gagal sesuai 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 19/POJK.03/2017 tentang 

Penetapan Status dan Tindak Lanjut 

Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat 

dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.  

Dalam penilaian tingkat kesehatan 

bank, Pengawas Bank juga menilai 

aspek-aspek yang terkait dengan 

penerapan prinsip etika, fraud, dan 
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potensi kegagalan bank  karena hal 

dimaksud sangat penting bagi bank.   

 

 Sesuai uraian di atas, kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Sesuai data posisi BPR pada 31 

Desember 2019, populasi dalam 

penelitian ini adalah 1709 BPR/BPRS 

terdiri dari 1545 BPR dan 164 BPRS di 

seluruh Indonesia. Jumlah sampel yang 

dibutuhkan untuk melakukan penelitian 

ini adalah dengan menggunakan rumus 

Slovin. Ketelitian kesalahan 

pengambilan sampel yang masih bisa 

ditolerir; e=0,1. Nilai e=0,1 (10%) 

untuk populasi dalam jumlah besar, dan 

nilai e = 0,2 (20%) untuk populasi 

dalam jumlah kecil. Persentase 

kelonggaran yang digunakan adalah 

10%, dan hasil perhitungan dapat 

dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. 

Setelah dilakukan perhitungan dengan 

rumus tersebut diperoleh sampel 

minimal adalah 95 BPR/BPRS.  

 Metode pengambilan sampel 

dilakukan dengan menyampaikan 

kuesioner kepada  BPR s.d. Mei 2020 

dalam bentuk Google Formulir melalui 

email yang terdaftar di OJK. Apabila 

jawaban kuesioner sampai dengan akhir 

Mei telah mencapai minimal 95 respon, 

maka penulis akan menggunakan data 

jawaban kuesioner yang masuk sebagai 

bahan analisis. Kuesioner disusun 

penulis hanya meminta informasi yang 

relevan untuk keperluan analisis seperti 

pengalaman kerja, berapa kali pindah 

kerja dan pemeriksaan rutin dari 

Pengawas Bank terakhir. 
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Gambar 2: Metode Pengambilan Sampel 
 

 

 

 

 

 

 

 Metode dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif, untuk 

menyelidiki keadaan, atau hal lain-lain 

yang sudah disebutkan, hasilnya 

dipaparkan dalam bentuk laporan 

(Arikunto, 2013), data dikumpulkan 

melalui survei angket (Sumanto, 2014).  

 Sumber data utama/primer 

dalam penelitian ini diperoleh secara 

langsung dari informan (Sugiyono, 

2014), sesuai dengan variabel yang 

diteliti (Arikunto, 2013) yang diperoleh 

dari kuesioner yang disampaikan 

peneliti kepada pimpinan/pegawai BPR. 

Sumber data sekunder dalam penelitian 

ini diperoleh dari jurnal ilmiah baik di 

Indonesia maupun negara lain, media 

massa, dan lainnya yang terkait dengan 

tema yang dibahas yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung atau 

melalui dokumen (Sugiyono, 2014). 

Data sekunder berupa Laporan 

keuangan BPR dan alamat email 

diperoleh dari OJK dan data-data lain 

yang diperlukan untuk keperluan 

analisis.  

 

Definisi Variabel dan Indikator 

Penelitian 

 Variabel penelitian ini adalah 

prinsip-prinsip etika yang dilaksanakan 

oleh BPR sesuai pemetaan kognitif 

Ferreira, et al. (2016) mengenai 

rumusan prinsip yang mendasari 

perbankan etis yaitu: (1) Komitmen 

kepada nasabah, (2) Kesejahteraan 

pegawai, (3) Transparansi, (4) Reputasi 

baik, (5) Kerjasama dengan komunitas, 

(6) Tata kelola perusahaan, (7) 

Perlakuan nasabah yang adil dan setara 

dan (8) Praktik ramah lingkungan.  

 Variabel selanjutnya adalah 

Fraud sesuai definisi dari Uniform 

Occupational Fraud Classification 

System, The ACFE (Association of 

Certified Fraud Examiner, 2000)  

membagi Fraud menjadi 3 (tiga) 

kategori, yaitu (1) Penggelapan Aset 

(Asset Missapropriation), (2) Rekayasa 

Laporan Keuangan (Fraudulent 

Disbursement), dan (3) Korupsi 

(Corruption), merupakan Fraud yang 

paling sulit dideteksi karena korupsi 

biasanya tidak dilakukan oleh satu 

orang saja tetapi sudah melibatkan 

pihak lain (kolusi). Kerja sama tersebut 

dapat berupa penyalahgunaan 

kewenangan, penyuapan (bribery), 

penerimaan hadiah yang illegal 

(gratuities) dan pemerasan secara 

ekonomis (economic extortion). Nilai 

etis yang tinggi sangat penting untuk 

mengurangi fraud yang dilakukan 

pegawai (Said et al., 2017).  

 Variabel terakhir adalah 

Kegagalan bank. Kegagalan bank 

disebabkan disebabkan faktor makro 

ekonomi dan non-makro ekonomi 

(Ashari & Nugrahanti, 2017), hal-hal 

yang bersifat bisnis dan dapat 

disebabkan adanya pelanggaran etika 

yang dilakukan oleh pemilik, pengurus, 

dan/atau pegawai bank (Sunardi et al., 

2019) serta jika  bank tidak menetapkan 

suatu kebijakan manajemen risiko yang 

efektif untuk memberikan pedoman 

yang tepat atas perilaku tidak etis dan 

kegagalan bank (Mazhambe, 2016). 

Indikator  kegagalan tersebut di atas 

dalam hal ini  tertuang dalam penilaian 

tingkat kesehatan bank. 

BPRS (9 BPRS) BPR (86 BPR) 

 

BPR  

(95 BPR) 



HASAN ASHARI1, TRINANDARI PRASETYO NUGRAHANTI2 / Fraud, Etika dan Kegagalan 

Bank Dari Sudut Pandang Pegawai 
 

312 | Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.9 | No.2 | 2021 

Tabel 1. Variabel dan Indikator Penelitian 
Variabel Indikator 

Prinsip etika 

(Ferreira, et al. 2016) 

(Mazhambe, 2016). 

(Sunardi et al., 2019) 

1. Komitmen kepada nasabah 2. Kesejahteraan pegawai 

3. Transparansi 4. Menjaga reputasi baik 

5. Kerjasama dengan komunitas 

6. Tata kelola perusahaan yang 

baik 

7. Perlakuan nasabah secara adil 

8. Praktik ramah lingkungan 

Fraud 

(ACFE, 2000) 

(Said, J., et al., 2017) 

(Ashari & Nugrahanti, 

2017) 

1. Conflict of interest 2. Bribery 

3. Illegal gratuities 4. Economic extortion 

5. Skimming of cash 6. Larceny of cash 

7. Fraudulent disbursement 8. Missuse asset 

Bank Gagal 

(Ashari & Nugrahanti, 

2020) 

(POJK No. 5 /2015) 

1. Faktor Permodalan 

2. Faktor Kualitas Aktiva 

Produktif 

3. Faktor Manajemen 

4. Faktor Likuiditas 

5. Faktor Rentabilitas 

 

 

 Dalam survei ini informan 

diminta menjawab: (1) 8 (delapan) 

pertanyaan terkait etika yang diterapkan 

di BPR dengan menjawab pertanyaan 

“Ya” atau “Tidak”, (2) 8 (delapan) 

pertanyaan terkait dengan bobot 

prioritas etika yang seharusnya 

diterapkan di BPR dengan memilih 

angka dari 1 s.d. 10, (3) 8 (delapan) 

pertanyaan tentang bobot tingkat bahaya 

fraud menurut BPR dengan memilih 

angka 1 s.d. 10, (4) Pertanyaan terkait 

adanya rekomendasi terkait etika hasil 

dari pemeriksaan Pengawas Bank 

dengan menjawab pertanyaan “Ya”, 

“Tidak”, atau “Tidak Tahu”, (5) 

Pertanyaan terkait adanya rekomendasi 

terkait fraud hasil dari pemeriksaan 

Pengawas Bank dengan menjawab 

pertanyaan “Ya, hanya fraud”, “Bukan 

Fraud, hal Lainnya”, “Fraud dan hal 

lainnya”, atau “Tidak Tahu”, (6) 

Pertanyaan terkait penerapan etika yang 

mana yang  mendapat perhatian dari 

Pengawas Bank dalam pemeriksaan 

yang dilakukan, (7) Dari 5 (lima) faktor 

penilaian kesehatan bank, mana yang 

paling besar menyebabkan kegagalan 

bank,  (8) apakah pelanggaran etika 

menyebabkan terjadinya fraud, dan 

kegagalan bank. Rentang nilai  

berdasarkan skala Likert adalah 

sebagaimana Tabel 2 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Sebagai mana telah disampaikan 

di atas, bahwa pembahasan etika dalam 

penelitian ini menggunakan pemetaan 

kognitif Ferreira et al. (2016) terkait 

unsur-unsur utama yang merupakan 

Tabel 2. Skala Likert 

Skala 

Prioritas/ 

Tingkat Bahaya 

1   -  1,99 Tidak Penting/Bahaya 

2   -   3,99 Kurang Penting/Bahaya 

4   -   5,99 Menengah 

6   -  7,99 Penting/Bahaya 

8   -  10 Sangat Penting/ Bahaya 
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faktor kunci dan mendasari perbankan 

etis yaitu (1) Komitmen kepada 

nasabah, (2) Kesejahteraan pegawai, (3) 

Transparansi, (4) Reputasi baik, (5) 

Kerjasama dengan komunitas, (6) Tata 

kelola perusahaan, (7) Perlakuan 

nasabah yang adil dan setara, dan (8) 

Praktik ramah lingkungan. Berdasarkan 

unsur-unsur utama dimaksud etika 

mana yang sering dilanggar oleh BPR 

di Indonesia.  

 Berdasarkan kuesioner yang 

disampaikan penulis melalui email 

kepada pegawai/pimpinan BPR yang 

pernah/masih aktif bekerja di BPR, 

Penulis menerima 100 jawaban survei 

dari pegawai/pimpinan BPR. Berdasar 

hasil survei diperoleh data informan 

sebagaimana Tabel 3 dibawah ini. 
 

Tabel 3. Data Informan. 

Kriteria Uraian % 

Masa Kerja  0 s.d. 3 tahun 7% 

4 s.d. 6 tahun 11% 

7 s.d. 10 tahun 24% 

lebih dari 10 tahun 58% 

Jumlah 100% 

Frekwensi 

Pindah BPR  

Belum Pernah 12% 

1 s.d. 2 kali 66% 

3 s.d. 4 kali 16% 

5 s.d. 6 kali 3% 

lebih dari 6 kali 3% 

Jumlah 100% 

Pemeriksaan 

Pengawas 

Bank  

Tidak Pernah 2% 

0 s.d. 2 th terakhir 50% 

3 s.d. 5 th terakhir 15% 

> 5 th. Terakhir 31% 

Tidak Menjawab 2% 

Jumlah 100% 

Sumber: Penulis 
 

 Sesuai profil di atas, penulis 

mengambil kesimpulan bahwa 

pegawai/pimpinan BPR yang menjadi 

informan dalam penelitian ini memiliki 

kompetensi dan kapabilitas yang 

memadai sehingga layak dijadikan 

sebagai informan dalam penelitian ini. 

Hasil Penelitian 

Penerapan Prinsip-prinsip etika oleh 

BPR 

 Sesuai hasil penelitian, BPR 

menyatakan telah melaksanakan 

prinsip-prinsip etika yang di antaranya 

terdapat dalam pemetaan kognitif 

Ferreira et al. (2016). Sesuai hasil 

penelitian ditemukan peringkat secara 

berurutan 1) Komitmen kepada Nasabah 

dan Menjaga reputasi baik (100%) 2) 

Transparansi (96%), 3) Perlakuan  

Nasabah secara adil dan Merata (95%) 

4)Tata Kelola yang baik (93%) 5) Kerja 

sama dengan komunitas (92%) 6) 

Praktik ramah lingkungan dan 

Kesejahteraan Pegawai (90%). Namun 

dalam penelitian ini ditemukan bahwa 

masih terdapat BPR yang belum 

menerapkan prinsip-prinsip etika secara 

penuh. Hanya dua prinsip etika yang 
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diterapkan  oleh seluruh BPR yaitu  

“Komitmen kepada Nasabah” dan 

“Menjaga reputasi baik”, dengan prinsip 

etika yang paling banyak diabaikan 

adalah prinsip Ramah lingkungan dan 

Kesejahteraan Pegawai yang hanya 

dilaksanakan oleh 90% BPR.  BPR 

telah memahami pentingnya penerapan 

prinsip-prinsip etika, dibuktikan dengan 

hanya dua prinsip etika berada dibawah 

skala 8 (bernilai “Penting”) yaitu 

“Kesejahteraan Pegawai” (bobot 7,95) 

dan “Kerja Sama dengan Komunitas” 

(bobot 7,74), selainnya memperoleh 

bobot di atas 8. Secara urutan  dari 

bobot tertinggi yaitu 1) “Menjaga 

reputasi baik” (8,77), 2) “Komitmen 

kepada Nasabah” (8,6) 3) “Tata Kelola 

yang baik” (8,44), 4) “Transparansi” 

(8,38), 5) “Perlakuan  Nasabah secara 

adil” (8,31) 6) Praktik ramah 

lingkungan (8,31), 7) Kesejahteraan 

Pegawai (7,95),  8) Kerja sama dengan 

komunitas (7,74). Selengkapnya pada 

Tabel 4 di bawah ini. 

 

Tabel. 4 Prinsip-Prinsip Etika Diterapkan dan Bobot kepentingan 

Prinsip-prinsip Etika 
Penerapan 

Etika 

Tingkat 

Kepentingannya 

Menjaga reputasi baik 1 1 

Komitmen Kepada Nasabah 1 2 

Tata kelola perusahaan yang baik 4 3 

Transparansi 3 4 

Perlakuan Nasabah Secara adil 2 5 

Sumber: Penulis 
 

 Jika dianalisis lebih lanjut antara 

prinsip etika yang telah diterapkan 

dibandingkan prinsip etika yang 

diurutkan sesuai tingkat bobot 

kepentinganya oleh BPR terdapat hal 

yang menarik, yaitu ditemukan bahwa 

“Tata kelola perusahaan yang baik” 

berada di peringkat 3 teratas dari 

bobotnya yaitu dengan bobot 8,44 

namun dalam penerapannya berada 

dalam tiga peringkat terbawah, yakni 

hanya dilaksanakan oleh 94% BPR. 

Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa BPR telah memahami 

pentingnya penerapan prinsip etika  

“Tata kelola perusahaan yang baik” 

namun prinsip tersebut belum 

dilaksanakan sepenuhnya oleh  seluruh 

BPR.  

 

Rekomendasi Pengawas Bank atas 

Penerapan Etika di BPR    

Sesuai penelitian ini 61% BPR 

memberikan jawaban “Ya” atas 

pertanyaan apakah rekomendasi yang 

diberikan oleh Pengawas Bank dalam 

audit yang dilakukan adalah terkait 

etika. Rekomendasi etika secara 

berurutan adalah: 1) Ya (61%) 2) Tidak 

(25%), 3) Tidak Tahu (11%) dan 4) 

Tidak menjawab (3%).  

 Masih banyaknya rekomendasi 

terkait etika yang disampaikan oleh 

Pengawas Bank kepada BPR 

mengindikasikan bahwa masih banyak 

BPR yang belum menerapkan prinsip-

prinsip etika dengan baik. Untuk 

mengetahui prinsip-prinsip etika apa 

yang belum sepenuhnya dilakukan oleh 

BPR dapat diketahui dari rekomendasi 

apa yang disampaikan oleh Pengawas 

Bank kepada BPR. Dari 61% BPR yang 

memberikan jawaban “Ya”, 

rekomendasi etika terbanyak yang 

disampaikan Pengawas Bank secara 

berurutan ialah 1) “Tata kelola 

perusahaan yang baik” (32%). 2) 

Kesejahteraan Pegawai (17%) 3) 

“Menjaga reputasi baik” (13%) 4) 

“Transparansi” (13%), 5) “Komitmen 
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kepada Nasabah” (12%), 6) “Perlakuan  

Nasabah secara adil” (5%), 7)  Kerja 

sama dengan komunitas (4%), 8) 

Praktik ramah lingkungan (3%).  

Hasil penelitian dalam terkait 

rekomendasi terkait etika tersebut 

selaras dengan hasil sebelumnya terkait 

penerapan etika di BPR, yaitu hal-hal 

yang direkomendasikan oleh Pengawas 

Bank merupakan prinsip-prinsip etika 

yang tidak sepenuhnya diterapkan oleh 

BPR (berada di peringkat bawah dalam 

penerapannya). Sebagai contoh 

Pengawas Bank menyampaikan pesan 

bahwa “Tata kelola perusahaan yang 

baik” dan  “Kesejahteraan pegawai” 

masuk peringkat pertama dan kedua 

dalam prinsip etika yang 

direkomendasikan oleh Pengawas Bank 

karena dalam penerapannya masuk 

dalam peringkat terbawah.  Penelitian 

ini sesuai dengan Kusmayadi (2012) 

yang menyatakan bahwa implementasi 

tata kelola perusahaan yang baik akan 

mampu memberikan kinerja yang baik 

bagi bank. Selengkapnya pada Tabel 5 

berikut. 

 

Tabel. 5 Penerapan Etika dan Rekomendasi Etika 

Prinsip-prinsip Etika 
Penerapan 

Etika 

Rekomendasi 

Etika 

Tata kelola perusahaan yang baik 4 1 

Kesejahteraan Pegawai 6 2 

Menjaga reputasi baik 1 3 

Transparansi 2 4 

Komitmen kepada pelanggan 1 5 

Perlakuan nasabah yang adil dan merata 3 6 

Kerjasama dengan komunitas 5 7 

Praktik ramah lingkungan 6 8 

Sumber: Penulis 
 

 Adanya rekomendasi atas 

prinsip etika yang diberikan Pengawas 

Bank mengisyaratkan bahwa masih 

banyak BPR yang belum memenuhi 

ketentuan POJK Nomor 4/POJK 

03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola 

bagi Bank Perkreditan Rakyat yang 

diberlakukan sejak tanggal 1 April 

2015, yaitu tata kelola bank yang 

menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan 

(transparency), akuntabilitas 

(accountability), pertanggungjawaban 

(responsibility), profesional 

(professional), dan kewajaran 

(fairness). Rekomendasi dimaksud 

menggambarkan bahwa walaupun 

setiap bank memiliki kode etik sebagai 

pedoman etika namun masih diperlukan 

pengawasan atas pelaksanaan prinsip-

prinsip etika dimaksud. Keberadaan 

kode etik perusahaan tidak akan dengan 

sendirinya memastikan perilaku etis 

dari pegawai. Kode etik akan berfungsi 

sejauh kode etik tersebut mencerminkan 

dan mendukung budaya perusahaan  

(Adeyanju, 2014). 

Rekomendasi Pengawas Bank terkait 

adanya Fraud di BPR 

 Hasil penelitian terkait 

pemahaman pegawai BPR terkait fraud, 

BPR diminta memilih skala dalam 

rentang skala 1-10 masing-masing 

bobot fraud bagi BPR. Sesuai pilihan 

BPR, bobot fraud seperti konflik 

kepentingan dan fraud terkait kas 

merupakan fraud yang dianggap paling 

tinggi risikonya bagi bank (bobot 7,18) 

dan (bobot 7,13). Pegawai BPR pada 

dasarnya telah memahami bahwa fraud 

yang terjadi apapun jenis fraud-nya 

tinggi risikonya dan mempengaruhi 

kinerja bank. Sehingga bobot jenis 
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fraud sesuai hasil survei relatif merata 

masuk kriteria “berbahaya” bagi bank.  

Selanjutnya, selain rekomendasi terkait 

dengan etika, 59% BPR menyatakan 

bahwa terdapat rekomendasi lain yang 

diberikan oleh Pemeriksa bank kepada 

BPR selengkapnya adalah: 1) Ya (59%) 

2) Tidak (27%), 3) Tidak Tahu (11%) 

dan 4) Tidak menjawab (3%). Dari 59% 

BPR yang menyatakan terdapat 

rekomendasi selain etika, secara 

berurutan adalah: 1) Fraud dan lainnya 

(49%) 2) Bukan Fraud (41%), 3) Fraud 

(5%) dan 4) Tidak Tahu (5%).  Yang 

dimaksud fraud dan lainnya, dalam hal 

ini adalah likuiditas dan solvabilitas di 

BPR. Selanjutnya hasil penelitian 

menemukan bahwa jenis fraud yang 

sering menjadi perhatian Pengawas 

Bank terhadap  BPR terutama adalah 

fraud terkait dengan “Benturan 

kepentingan”, “Pencurian kas”, 

“Kecurangan pencatatan kas” dan 

“Pencurian kas serta “Pengeluaran kas 

ilegal”. Perbandingan antara Perhatian 

Pengawas Bank dan Bobot Fraud 

menurut BPR sebagaimana Tabel 6 di 

bawah ini.   
 

Tabel 6. Urutan Fraud Menurut Rekomendasi Pengawas Bank dan BPR 

Jenis Fraud 
Rekom. 

Pengawas Bank 

 

Menurut BPR 

Conflict of interest 1 1 

Bribery 5 6 

Illegal gratuities 7 7 

Economic extortion 8 8 

Skimming of cash 2 3 

Larceny of cash 3 2 

Fraudulent 

disbursement 4 4 

Missuse asset 6 5 

Sumber: Penulis 
 

 Dari Tabel 6 di atas secara 

umum pemahaman BPR dan Pengawas 

Bank tentang Fraud relatif sudah sama, 

dibuktikan dengan perbedaan peringkat 

yang dihasilkan dalam penelitian ini 

tidak berbeda secara signifikan. BPR 

dan Pengawas Bank sepakat atas 3 

(tiga) fraud yang menempati peringkat 

teratas.   

Masukan BPR kepada Pengawas 

Bank terkait Pengawasan yang 

Dilakukan 

 Atas pengawasan yang 

dilakukan Pengawas Bank kepada BPR, 

dalam penelitian ini penulis meminta 

BPR untuk memberikan masukan 

kepada Pengawas Bank atas 

pengawasan yang selama ini dilakukan. 

Sesuai hal dimaksud, masukan sesuai 

substansi yang disampaikan adalah 

meningkatkan pengawasan (33%), 

pengenaan sanksi yang tegas (31%), 

penguatan regulasi terkait BPR (11%), 

peningkatan tata kelola BPR (9%), 

peningkatan pemahaman etika kepada 

BPR (7%), pendidikan dan pelatihan 

kepada BPR (5%) dan lain-lain (4%) 

seperti peningkatan komunikasi dan 

kesejahteraan kepada pegawai BPR.  

 Hal-hal utama masukan BPR 

kepada pengawas bank secara rinci 

yang penulis rangkum adalah  

peningkatan sistem/intensitas 

pengawasan, peningkatan regulasi yang 

mengatur peran serta pemegang saham 

dalam operasional Bank, peningkatan 

peran Pengawas Bank yang tidak hanya 

sebagai pengawas, tetapi juga sebagai 
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mitra BPR, pengawasan secara 

menyeluruh dalam penerapan tata kelola 

dan GCG, membuat regulasi yang 

efektif untuk mencegah pelanggaran 

etika dan/atau fraud, memperketat 

persyaratan dan seleksi terutama untuk 

direksi, komisaris dan pejabat eksekutif, 

dan  memberikan sanksi yang tegas 

kepada bank yang melanggar ketentuan. 

Masukan dari BPR dimaksud selaras 

dengan Thakor (2020) yang menyatakan 

perbankan perlu memperkuat 

permodalan dan tata kelola untuk 

meningkatkan etika dan budaya 

organisasi (dari sisi bank) dan 

menekankan pada regulasi yang 

menjaga likuiditas bank melalui dialog 

antara regulator dan bank yang lebih 

intensif daripada sebatas pengawasan 

terkait pelaksanaan ketentuan oleh 

Pengawas Bank (dari sisi Pengawas 

bank). Hal-hal yang dapat 

meningkatkan efektivitas tata kelola 

bank dan regulasi yang prudence harus 

terus dipertahankan oleh semua pihak. 

Penyebab Kegagalan Bank 

Berdasarkan Indikator Kesehatan 

Bank 

 Penilaian kesehatan BPR diukur 

dengan menggunakan parameter 

penilaian faktor-faktor: 1) Permodalan, 

2) Kualitas Aktiva Produktif, 3) 

Manajemen, 4) Rentabilitas, dan  5) 

Likuiditas. Selanjutnya berdasarkan 

penelitian ini, dari 5 (lima) indikator 

kesehatan bank tersebut, faktor 

manajemen merupakan unsur dari 

indikator kesehatan yang menjadi 

penyebab tertinggi kegagalan BPR yaitu 

dengan bobot sebesar 4,2. (Ashari & 

Nugrahanti, 2020). Selengkapnya pada 

Tabel 7 di bawah ini. 
 

Tabel 7. Indikator dalam Penilaian Kesehatan Penyebab Kegagalan Bank 

Indikator Kesehatan Bobot Urutan 

Permodalan 3,5 3 

Kualitas Aktiva Produktif 3,6 2 

Manajemen 4,2 1 

Rentabilitas 2,5 5 

Likuiditas 3,4 4 

Sumber: Ashari & Nugrahanti (2020) 
 

 Hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa faktor manajemen 

merupakan faktor pertama penyebab 

menurunnya kesehatan bank sejalan 

dengan penelitian Bhasin (2015) yang 

menyimpulkan bahwa terjadinya fraud 

karena adanya praktik ketenagakerjaan 

yang buruk, kurang efektifnya pelatihan 

pegawai, staf yang kelebihan beban, 

sistem kontrol internal yang lemah, dan 

tingkat kepatuhan pihak manajer bank 

dan pegawai yang rendah. Selain itu  

Suh & Nicolaides (2019) menyatakan 

bahwa terjadinya risiko kegagalan 

dalam pengendalian manajemen adalah 

risiko yang lebih serius daripada kolusi 

dalam bank.  

Akibat Pelanggaran Etika terhadap 

terjadinya Fraud dan kegagalan 

Bank 

 Mengenai apakah setiap 

pelanggaran etika dapat dipastikan akan 

bersamaan dengan fraud, secara 

berurutan diperoleh hasil sebagai 

berikut: 1) Tidak pasti (47%) 2) Pasti 

Bersamaan (30%) 3) Tidak bersamaan 

30% dan 4) Tidak menjawab (6%). 

Dalam penelitian ini BPR yang 

menyatakan bahwa pelanggaran etika 

tidak pasti atau tidak bersamaan 

menyebabkan fraud ialah dengan 

pertimbangan bahwa pelanggaran 

prinsip etika dapat berupa pelanggaran 

administratif, human error atau layanan 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756061618302180#!
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kepada nasabah yang kurang baik yang 

merupakan sikap individu sehingga 

tidak pasti hal itu merupakan fraud. 

Dalam hal pelanggaran etika tidak 

menimbulkan fraud, pelanggaran etika 

dapat merupakan pemicu atas 

kemungkinan munculnya permasalahan 

berikutnya di BPR, misalnya 

pelanggaran etika dapat secara langsung 

menyebabkan kegagalan bank misalnya 

gagalnya BPR menjaga kepercayaan 

nasabah dapat merusak reputasi BPR 

dan menyebabkan BPR mengalami 

kegagalan, tidak adanya komitmen 

kepada nasabah menyebabkan 

berkurangnya nasabah bank dan 

menyebabkan turunnya pendapatan 

bank.   

 Selanjutnya, hasil penelitian 

terkait akibat pelanggaran etika atas 

fraud dan kegagalan Bank, mayoritas 

BPR sebanyak 57% menyatakan bahwa 

terdapat akibat yang “Kuat” (38 %) dan 

“Sangat Kuat” (19 %) antara 

pelanggaran etika dan fraud. Sementara 

hasil penelitian terkait akibat 

pelanggaran etika kepada kegagalan 

bank, informan menyampaikan terdapat 

akibat yang ”Kuat” (45%) dan “Sangat 

Kuat” (20%) antara pelanggaran etika 

dan kegagalan bank. Selengkapnya pada 

Tabel 8 di bawah ini. 
 

Tabel 8. Pelanggaran Etika Terhadap Fraud dan Kegagalan Bank 

No Hubungan % Fraud % Kegagalan 

1 Sangat Kuat 19% 20% 

2 Kuat 38% 45% 

3 Sedang 28% 20% 

4 Lemah 5% 6% 

5 Sangat Lemah 0% 0% 

6 Tak ada Hubungan 4% 4% 

7 Tidak Menjawab 6% 5% 

Jumlah 100% 100% 

Sumber: Penulis 
 

 Dari Tabel 8 di atas, 

disimpulkan bahwa pelanggaran etika 

merupakan penyebab kuat terjadinya 

kegagalan BPR (65%) dengan tingkat 

penyebab yang lebih besar 

dibandingkan pelanggaran etika 

terhadap fraud (57%).  

 Hasil penelitian ini selaras 

dengan penelitian Said, et al. (2017) 

yang menemukan bahwa nilai etis yang 

tinggi sangat penting untuk mengurangi 

fraud yang dilakukan pegawai. 

Simpulan tersebut sejalan dengan 

penelitian sebelumnya yaitu kegagalan 

bank dapat karena adanya pelanggaran 

etika yang dilakukan oleh pemilik, 

pengurus, dan/atau pegawai bank 

(Sunardi et al. 2019) dan Ashari dan 

Nugrahanti (2017).  

 Hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan Adeyanju (2014) di Nigeria 

mengenai terjadinya pelanggaran etika 

terhadap kegagalan bank. Pada 

penelitian tersebut disimpulkan bahwa 

pelanggaran etika tidak menyebabkan 

kegagalan bank. Walaupun dalam 

faktanya ditemukan bukti yang kuat 

bahwa telah terjadi praktik yang tidak 

etis pada nyaris seluruh aktivitas 

perbankan dan sebagian besar level 

manajerial bank di Nigeria, namun tidak 

terdapat bukti empiris yang dapat 

menyimpulkan bahwa kegagalan bank-

bank di Nigeria hanya disebabkan oleh 

pelanggaran etika saja. Terjadinya 

kegagalan dimaksud disebabkan faktor-

faktor lain misalnya debitur internal, 

debitur risiko tinggi, kestabilan mikro-
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ekonomi, regulasi dan pengawasan bank 

yang masih lemah, tidak cukupnya 

permodalan bank, pengelolaan sumber 

daya yang tidak tepat, tingginya kasus 

penipuan/pemalsuan, adanya benturan 

antar direksi, sistem pengendalian 

internal yang lemah, sistem penilaian 

kredit yang buruk, likuiditas rendah, 

terjadinya ketidakstabilan lingkungan 

perekonomian, biaya operasional yang 

tinggi, pelatihan yang tidak memadai, 

tingkat kegagalan pembayaran pinjaman 

yang tinggi, dan tidak mencukupinya 

staf yang sesuai dengan kualifikasi 

(Adeyanju, 2014). Perbedaan hasil 

penelitian di atas dapat dipahami karena 

perbedaan ukuran bank yang diteliti. Di 

Nigeria penelitian berfokus pada bank 

umum sedangkan dalam penelitian ini 

fokus penelitian dilakukan pada BPR 

dengan skala aset dan permodalan yang 

lebih rendah dari bank umum sehingga 

satu pelanggaran etika, misalnya, tata 

kelola BPR yang buruk dapat 

menyebabkan terjadinya kegagalan 

bank. 

 

SIMPULAN 

 Sesuai hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa BPR telah 

memahami pentingnya penerapan 

prinsip etika  namun hanya dua prinsip 

etika yang diterapkan  oleh seluruh BPR 

yaitu  “Komitmen kepada Nasabah” dan 

“Menjaga reputasi baik”. Sementara 

prinsip etika yang paling banyak 

diabaikan adalah prinsip Ramah 

lingkungan dan Kesejahteraan pegawai 

yang hanya dilaksanakan oleh 90% 

BPR. Dengan demikian BPR belum 

seluruhnya meenerapkan ketentuan 

etika sesuai POJK Nomor 4/ POJK 

03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola 

bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dalam 

penelitian ini juga ditemukan bahwa 

pemahaman BPR dan Pengawas Bank 

tentang fraud sudah relatif sama, 

dibuktikan dengan urutan peringkat 

pemahaman BPR dan perhatian 

Pengawas Bank yang dihasilkan dalam 

penelitian ini tidak berbeda secara 

signifikan. BPR dan Pengawas Bank 

sepakat atas 3 (tiga) fraud yang 

menempati peringkat teratas dan 

terdapat perbedaan urutan yang tidak 

signifikan untuk peringkat di bawahnya. 

Terakhir dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan pula bahwa pelanggaran 

etika menjadi penyebab yang kuat 

terhadap kegagalan BPR yaitu 65%  

dengan tingkat penyebab yang lebih 

besar dibandingkan dengan pelanggaran 

etika terhadap fraud sebesar 57%.  

 Untuk menghindari adanya 

pelanggaran etika yang dapat 

berdampak pada terjadinya fraud 

dan/atau kegagalan bank, BPR 

menyarankan agar OJK sebagai 

regulator meningkatkan pelaksanaan 

hal-hal sebagai berikut sesuai urutan 

terbanyak yaitu: pembinaan dan 

pengawasan, pengenaan sanksi yang 

tegas, peningkatan regulasi, pendidikan 

dan pelatihan kepada BPR, tata kelola 

BPR dan kesejahteraan pegawai BPR. 

Dalam tulisan ini terdapat keterbatasan 

penelitian yang diharapkan dapat 

ditindaklanjuti oleh peneliti selanjutnya, 

yaitu: (a) sampel belum membedakan 

bank berdasarkan jenisnya, besaran aset 

dan domisili BPR/BPRS di seluruh 

provinsi yang ada di Indonesia (b) data 

yang dianalisis seluruhnya terbatas pada 

data yang tersedia dari jawaban hasil 

kuesioner yang diterima penulis dari 

BPR. Penulis menyarankan agar dalam 

penelitian berikutnya agar sampel yang 

diperoleh jauh melebihi sampel minimal 

dan agar dapat lebih rinci per jenis, 

besaran aset, dan domisili BPR yang 

tersebar lebih merata di seluruh 

provinsi, dan  melengkapi data 

penelitian selain data yang diperoleh 

dari hasil kuesioner misalnya melalui 

wawancara dan/atau observasi kepada 

stakeholder terkait.  

 Saran penulis kepada regulator 

dalam hal ini otoritas pengawasan 

bank/OJK ialah agar OJK mendorong 

dan mempromosikan penerapan standar 
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etika melalui pelatihan dan pemeriksaan 

etika. Hal tersebut mengingat pekerjaan 

bankir tidak hanya memerlukan 

kompetensi tetapi juga etika dan moral 

yang baik. Kode etik tidak cukup hanya 

sekedar dimiliki bank, namun kode etik 

tersebut harus diketahui oleh semua 

bankir dan dipromosikan untuk 

menumbuhkan kesadaran etis, 

menyelesaikan permasalahan terkait 

etika, dan tersedianya panduan yang 

tepat dalam menangani permasalahan 

yang ditemui profesional bank. 

Pengaturan dan penerapan etika harus 

sering dievaluasi untuk memastikan 

pengaturan tersebut selalu 

dimutakhirkan, dapat diterapkan oleh 

semua bankir profesional dan diadopsi 

oleh semua bank. 
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